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1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeraﬁ,
ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat
Daerah dan Unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan
Bupati; ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas,
fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Sarolangun;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969); ‘




2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016
Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS,  FUNGSI  DAN TATA  KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasnl 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Dacrah adalah Kabupaten Sarolangun.

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rokyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyclenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945,

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Sarolangun.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya
disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Inspektorat Dacrah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun.

8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sarolangun.

9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Sarolangun.

10. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur
Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sarolangun.

11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Inspektorat Kabupaten

LY

Sarolangun
12. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi
pemerintah,  lembage  dan/atau  pihak  lain  yang  didalamnya
terdapatkepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang

diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.



12. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak scoarang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang melaksanakan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri,

13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang seclanjutnya disingkat ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintah atau tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yan
gajinya dibebankan pada APBD Kabupaten. :

15. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk
meningkatkan efesiensi, efektivitas dan derajat  profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi
penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, perangkat dan jabatan,
pengembangan karir, pola pikir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan
kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur
sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
(1) Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah
dalamm membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Inspektur.
(3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris

(2

—

Daerah.

BAB IlI -
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Susunan organisasi Inspektorat Dacrah terdiri atas:
a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri dari:



1. Subbagian Perencanann;

2. Subbagian Analisia dan Evaluasi; dan

3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
Inspektorat Pembantu I,

Inspektorat Pembantu I1;

Inspektorat Pembantu 111,

Inspektorat Pembantu IV;
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Inspektorat Pembantu Khusus; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sckretariat dipimpin oleh Sckretaris yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Inspcktur. :

(3) Inspektorat Pembantu dipimpin oleh scorang Inspektur Pembantu yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

(4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sckretaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari kelompok jabatan Fungsional
Auditor, P2UPD dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya yang menunjang
kinerja perangkat dacrah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui
Inspektur Pembantu.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Inspektur
Pasal 4
(1) Inspektur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pengawasan terhadap
urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintah  Kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa/

Kelurahan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur menyelenggarakan fungsi:
s Perumusan kebijakan teknis  bidang pcngawasim dan fasilitasi
pengawasan; .

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dani
Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;



f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Inpektorat Dacrah Kabupaten; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya.
Pasal 5
Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian
Negara /daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ tanpa menunggu penugasan dari
Bupati dan/atau Gubernur scbagai wakil Pemerintah Pusat.
Pasal 6
Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b dan ¢ terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian
Negara/daerah, Inspektur Daerah Kabupaten wajib melaporkan kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Sckretaris
Pasal 7
(1) Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat
Daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran
pengawasan, penylapan, penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dan pengadministrasian kerja sama;

. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis

dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi
pencapaian kinerja,

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait "tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Inspektorat Dacrah
membawahi:
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan

c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.



(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 1
Subbagian Perencanann
Pasnl 8

Subbagian Perencanaan mempunyai tugan menylapkan bahan penyusunan
dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan
menyiapkan  rancangan peraturan  perundang-undang,  kerjassmz
pengawasan, dan dokumentasi.
Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud padua ayat (1),
Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspelkiorst

Dacrah;
b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerjz pengawasan,
c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan sertz

pengolaan dokumentasi hukum;
d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Apzrat

Penegak Hukum; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dzn

fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Analisis dan Evaluasi
Pasal 9

Subbagian Analisis dan Evaluasi dan pelaporan mempunyzi tugas
melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, cvaluasi,
pendokumentasian dan  menyajikan  hasil pengawasan serta
pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:
a. Penginventarisasian hasil pengawasan,
b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi

pengawasan;
d. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil peagawasan;
e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja

Inspektorat Daerah; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan

fungsinya.



(1)

(2)

Parngraf 3
Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 10
Subbagian  Administrasi Umum  dan Keuangan  mempunyai  tugas
melaksanakan urusan kepegawnian, tata usaha, perlengkapan dan rumah
tangga, pengelolaan  keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi
pembukuan dan pelaporan keuangan,
Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksucd pada ayat (1),
Subbagian Adminstasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
Pelaksanaan urusan perlengkapan;
Pelaksanaan urusan rumah tangga;
Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan
pemerikasaan keuangan;

P 8 90 ¢

b

Pelaksanaan perbendaharaan;
g- Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
h. Peclaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan térkait tugas dan
fungsinya.
Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu I, II, III dan IV
Pasal 11
Inspektorat Pembantu I, II, III, IV mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan,
kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Inspeltorat Pembantu mempunyai fungsi:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan

terhadap perangkat daerah;
b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah; :
Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah;

d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat dacrah;
Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

yang meliputi bidang tugas perangkat daerah,;

f. Penyilapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;




(3)

(2)

—.

Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Insternal
Pemerintah lainnya;

Pematauan dan pemukhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Inspektur Jendral;

Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan fungsi Inspektur
Pembantu didasarkan pada ruampun wurusan yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah dengan memeperhatikan beban kerja dan kebutuhan
yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur,

Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu Khusus
Pasal 12

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

dan pengawasan untuk tujuan tertentu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

a. Penylapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan untuk tujuan

b.

C.

tertentu;
Perencanaan program pengawasan tujuan tertentu;
Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu antara lain penanganan

RO

[
.

pengaduan masyarakat, audit investigasi dan perhitungan kerugian
keuangan Negara;

Pemeriksaan permohonan izin perceraian ASN;

Pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;

Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

Pemantauandan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan untuk

tujuan tertentu;
Penyusunan laporan hasil pengawasan untuk tujuan tertentu..




Baginn Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesusi dengan Jabatan
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundsng-undangsn
yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerzhn
(P2UPD).

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri scjumlsh tenagzs fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang keahliannya.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkzan kebutuhan dan bebzn
kerja.

(5) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pzdz zyzt (3),
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud padz zyat
(1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1
., , Jabatan Fungsional Auditor
| " Pasal 14

(1) Kelompox Jabatan Fungsional Auditor terdiri sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang keahliannya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pembagian uraian tugas masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Auditor
ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. b

(6) Kelompok Jabatan' Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas:

a. Reviu laporan keuangan;
b. Reviu penyerapan Anggaran dan Pra tender DIPA;
c. Pemeriksaan terpadu;

d. Pengaduan masyaraket dan pemekrisaan dengan tujuan tertentu;
e. Pengaduan musyarakat dan pemekriksaan dengan tujuan tertentu;



L

f. Mengawal dalam rangka percepatan menuju good
government dan pelayanan publik;

g Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;

h. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;

i. Koordinasi program pengawasan;

j. Pemeriksaan hibah/ bantuan social;

k. Pendampingan, asisten dan fasilitasi;

1. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

goverment, clean

Paragraf 2
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan
Pemerintahan Daerah (P2UPD)
Pasal 15

(1) Jabatan Fungsional P2UPD terdiri sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang keahliannya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pembagian uraian tugas masing-masing jenjang jabatan Jabatan Fungsional
P2UPD ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(6) Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada
mempunyai tugas:

ayat (1),

a. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA);

Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKPD);
Reviu RPJMD; A

Revie Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Evaluasi Laporan Kinerja SKPD;

Evaluasi Sistem pengendalian Internal;
Evaluasi PMPRB online;

o
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Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
Pemeriksaan Terpadu;

L SN
-

k. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

N v '\
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(©)

(7)

na w2 5 3

Pengawasan dalam rangka percepatan menuju goe \

government dan pelayanan publik; oo grmermment, clear
. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;

Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;

Koordinasi program pengawasan;

Pendampingan, evaluasi, asistensi dan fasilitasi;

Tugas pembentukan dan alokasi dana desa; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

BABV
TATA KERJA

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris,
Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional
Auditor, Jabatan Fungsional P2UPD dan kelompok Jabatan Fungsional
lainnya wajib menerapkan prinsip koordinsi, integritas dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
,masing dan bila terjadi penyimpanan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan.
Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masimg-masing dan memberiakan bimbingan
serta petunjuk bagi pclaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi p
masing-masing  serta

etunjuk

dan bertanggung jawab pada atasannya
menyampaikan laporan berkala tepat waktu,
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

bawahannya.
Dalam menyampaian laporan masing-
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain y

masing kepada atasan, tembusan
ang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.
Sekretris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Subbagian,
gsional P2UPD dalam

kan dan memanfaatkan

Inspektur,
Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fun

melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerap

teknologi informasi dan komunikasi.
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BAIY VI
PENOISIAN JABATAN
Pannl 17
Inspektur dan Inapektur Pembantu dinngkat dan diberhentivan olel, Bupati
dari Pegawai Aparatur 8ipil Nepgara yang memenuhi nyarat setelah
berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintat

Pusat,

Perangkat Dacrah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tingg,
jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib
memenuhi persyaratan kompetensi:

a. teknis;

b. manajerial; dan

c. sosial kultural.

Sclain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah
harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur
dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan
pengalaman kepemimpinan.

Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢
diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk
dalamn hal agama, suku dan budaya schingga memiliki wawasan

kebangsaan.
Persayaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Inspektur adalah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. N
Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah jabatan Administrator.
Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas. :
Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas schari-hari bertindak
sebagai supervisor. :
Pejabat Fungsioanal Auditor dan P2UPD yang telah memenuhi

ditunjuk sebagai Ketua Tim pemeriksaan.

syarat dapat



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 61
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata
kerja Inspektorat Kabupaten Sarolangun (Berita Dacrah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2016 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun. '

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 3 juni 2020
BUP. SAROLANGUN,

Z -CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal % UV 2020
SEKRETARIS RAH KABUPATEN SAROLANGUN,

- e
L}

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020 NOMOR S

AR



| _

|
m
L

(se3mnv
¥ yTIUUSwag semeduag)
jeuorssung ueyegel

(1031pny
® Yeupawag semeSuag)
|euojsBung ueeqer

]
1
-

(103pny
g Yejulowad semeduad)
jeuojs8ung uejeqer

—

Al NINVEW3Id HNINIdSNI

(soupny )
% yzjuuawad semeduad)
|euoisdund ueleqer

(roupny
2 Yyejuawad semeduad)
Jeuoisdund uejeqer

I
1
1

_ SNSNHD NUNYENSC ¥NDIEISNI I NLNYEW3d ¥NINIdSNI Il NUNVEWNZd ¥NIA3dSNI | NUINVEN3d YNINAdSNI
NYONVNI NV
PN ISVELSININGY ISYMIYAI NVA SISIIYNY NVVYNVON3I¥3d
NYIOVEENS YIVAI NYIVOVEENS VIVdIX NVIOVEENS VIV
TYNOISONNA
L NY.LVEYI XOdWOT3IN
SIYVLIUNIS
NNONVIOZYS NILVENEBYH HYE3VA LYYOLNIdSNI
Y2 VAVL NYQ NYINANQA3y ‘ISYSINVOYBO0 NYNNSNS HVY3VQ YNIAIASNI
ONVLINIL NNONVYIOHVS
0z0Z I0C € TVOONVL N3LVJNEVYN HY¥3Iva LVHOLNIdSNI
0ZOZ NNHYL |,S HOWON VIY3X VLV.L NVA NVXNANa3j
NNDNVIOEVS ILVdNS NVENLYYId NVHIJAY) ISVSINVOYO NVNNSNS NYOVa

-




